
BERITA DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN : 2011 NOMOR : 07

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 102 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan

Peraturan Daerah, telah diamanatkan bahwa hasil kesepakatan

penyusunan rancangan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

Tahun Anggaran 2011 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD)  Kota Bandung  dan Pemerintah  Kota Bandung selanjutnya

dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of

Understanding) dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung;

b. bahwa Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran

2011 antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung telah dituangkan dalam

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor

188.342/323-Bag.Huk-HAM/2011, tanggal 14 Februari 2011;

188.342/141-DPRD/2011

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang

Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran 2011;

Mengingat …
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: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025;

Mengingat

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PROGRAM

LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal …
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Pasal 1

Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul inisiatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, tata cara

pembahasan dan penyampaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Pasal 2

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa rancangan

Peraturan Daerah yang merupakan usul eksekutif yang telah ditetapkan

dalam Peraturan ini, wajib menyiapkan Naskah Akademik dan

rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing.

(2) Terhadap Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dan

asistensi oleh Tim Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung yang dikoordinasikan dan

berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah Kota Bandung.

(3) Hasil pembahasan dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dituangkan dalam Lembaran Kota dan disampaikan kepada Walikota

Bandung.

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dituangkan dalam Lembaran

Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan

dengan surat pengantar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Bandung.

Pasal 3

Rincian Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun Anggaran 2011

dibagi berdasarkan Triwulan sebagaimana  tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal …
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Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
Prmbina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 07



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 102  TAHUN   2011
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
TAHUN ANGGARAN 2011

A. TRIWULAN I (BULAN JANUARI – MARET) TAHUN 2011

NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Penataan Objek dan
Penguasaan Aset Daerah

 Inventarisasi aset daerah;

 Sertifikasi aset daerah;

 Penataan aset daerah;

 Penguasaan aset daerah.

Komisi A DPRD
Kota Bandung

Lanjutan

2 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Penataan dan Pembinaan
Pedagang Sektor Informal

 Relokasi pedagang sektor
informal;

 Instansi yang menangani  secara
khusus pedagang sektor
informal;

 Pembinaan dan Pemberdayaan
Ekonomi pedagang sektor
informal;

 Pengaturan waktu berjualan pada
tempat-tempat tertentu bagi
pedagang sektor informal;

 Retribusi terhadap pedagang
sektor informal.

Komisi A DPRD
Kota Bandung

Lanjutan

3 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Transparansi
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Partisipasi
Masyarakat

 Sebagai tindaklanjut dari
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

 Tindaklanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun
1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara.

Badan Legislasi
DPRD Kota

Bandung

Lanjutan

4 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pengelolaan Sumber Daya
Air

Bahwa Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 06 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pengairan
di Kota Bandung dan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2002 tentang Retribusi
Pengairan perludisesuaikan dan
diubah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang baru
dan/atau lebih tinggi.

Dinas Bina Marga
dan Pengairan
Kota Bandung

Lanjutan
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NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

5 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)

1.   Mengatur pengelolaan ruang
terbuka hijau baik ruang publik
maupun ruang privat;

2.   Mengatur pula penebangan,
pemangkasan dan pemeliharaan
pohon.

Dinas
Pemakaman dan
Pertamanan Kota

Bandung

Lanjutan

6 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Ketentuan Pelayanan
Pemakaman Umum dan
Pengabuan Mayat, dan
Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan
Mayat

1.   Merubah Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 21 Tahun 2001
tentang Ketentuan-Ketentuan
Pelayanan Pemakaman Umum
dan Pengabuan Mayat;

2.   Merubah Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 22 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan
Pemakaman Umum dan
Pengabuan Mayat.

Dinas
Pemakaman dan
Pertamanan Kota

Bandung

Baru

7 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

1. Tindak lanjut dari Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan
Hidup;

2. Pengaturan lebih berfungsi
sebagai dasarlegalitas untuk
pemanfaatan daripada fungsi
pengendalian dan pencegahan
bahaya;

3. Tujuannya untuk pengelolaan,
pengendalian pencemaran,
perlindungan, pencegahan dan
perusakan lingkungan hidup di
Kota Bandung.

Badan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup Kota

Bandung

Baru
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B. TRIWULAN II (BULAN APRIL – JUNI) TAHUN 2011

NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung
Nomor 06 Tahun 2009
tentang Kegiatan
Pembangunan Stadion
Utama Sepak Bola dalam
Kontrak Tahun Jamak

Merubah masa/waktu pengerjaan
stadion berdasarkan kemampuan
keuangan daerah dari 2009-2011
menjadi 2009-2013

Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya
Kota Bandung

Baru

2 Rancangan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRD) Kota Bandung
tentang Persetujuan
Pinjaman Daerah dalam
rangka Percepatan
Penyelesaian Pembangunan
Stadion Utama Sepak Bola
dalam Kontrak Tahun Jamak

Tujuan pinjaman dalam rangka
Pembiayaan Percepatan
Penyelesaian Pembangunan Stadion
Utama Sepak Bola dalam Kontrak
Tahun Jamak

Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya
Kota Bandung

dan

Dinas Pengelolaan
Keuangan dan

Aset Daerah Kota
Bandung

Baru

3 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Bandung

Merubah Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 02 Tahun 2004
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 03 Tahun
2006 untuk disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang

Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah Kota

Bandung

Lanjutan

4 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung
Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2009-2013

Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2009-2013 perlu disesuaikan dan
diubah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang baru
atau lebih tinggi, diantaranya
Peraturan Presiden Nomor 05
Tahun 2009 tentang RPJM
Nasional Tahun 2010 – 2014 dan
Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri, MenteriPerencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK
95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan RPJM Daerah dengan
RPJM Nasional 2010 -2014

Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah Kota

Bandung

Baru
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NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

5 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sampah

Merubah Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 27 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kebersihan di
Kota Bandung, untuk disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah

PD Kebersihan

Kota Bandung

Lanjutan

6 Rancangan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota
Bandung mengenai
Persetujuan Kerjasama
Daerah antara Pemerintah
Kota dengan Badan Usaha
dalam Pengolahan Sampah
Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan

Persetujuan DPRD Kota Bandung
terhadap kerja sama yang
membebani daerah, dalam hal ini
yaitu Kerjasama antara Pemerintah
Kota Bandung dengan Badan Usaha
dalam Pengolahan Sampah Berbasis
Teknologi Ramah Lingkungan
sebagaimana diamanatkan di dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Kerja Sama Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama
Daerah.

1.Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kota
Bandung;

2.Badan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup Kota
Bandung;

3.Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Kota Bandung;

4.Bagian
Pemerintahan
Umum;

5.Bagian Hukum
dan HAM.

Baru

7 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2010

1. Laporan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

2. Laporan neraca 2010;

3. Laporan arus kas 2010;

4.   Catatan atas Laporan Keuangan
2010.

Dinas Pengelolaan
Keuangan dan

Aset Daerah Kota
Bandung

Baru
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C. TRIWULAN III (BULAN JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2011

NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2011

Mengatur pergeseran alokasi
anggaran sebagai akibat kondisi
yang berubah dan tidak sesuai
dengan rencana penganggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011

Dinas Pengelolaan
Keuangan dan

Aset Daerah Kota
Bandung

Baru

2 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandungtentang
Pembentukan Perusahaan
Daerah  Kebersihan

1. Telah terjadi penambahan modal
yang telah diaudit oleh akuntan
publik, maka modal dasar PD
Kebersihan saat ini berjumlah
sebesar Rp. 15.679.201.610,99
(lima   belas milyar enam ratus
tujuh puluh sembilan juta   dua
ratus satu ribu enam ratus sepuluh
rupiah koma sembilan puluh
sembilan sen) untuk ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung;

2.Penyempurnaan ketentuan
mengenai kepegawaian,
remunisasi, SOTK, tarif dan pola
rekruitment direksi.

Bagian
Perekonomian

Sekretariat Daerah
Kota Bandung

Baru

3 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 04 Tahun
2009 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan
Rakyat (PD BPR) Kota
Bandung

1.Bahwa Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 04  Tahun  2009
tentang PD BPR Kota Bandung
perlu disesuaikan dan diubah
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang baru yaitu
peraturan perbankan;

2. Penyempurnaan ketentuan tentang
penyetoran deviden, sistem
remunisasi dan sistem
pengembangan karier pegawai;

3.Ada wacana untuk membuka
cabang di luar Kota Bandung dan
agar dapat diterima
masyarakatnya, agar namanya
bersifat komersil;

4.Penyesuaian nomenklatur agar
adanya kesamaan nomenklatur
pada semua Badan Usaha Milik
Daerah Kota Bandung.

Bagian
Perekonomian

Sekretariat Daerah
Kota Bandung

Baru
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NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

4 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung
Nomor 15 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah
Pasar Bermartabat Kota
Bandung

1. Ada selisih nilai aset antara yang
tertuang dalam Peraturan Daerah
Kota Bandung  Nomor 15 Tahun
2007 sebesar Rp.
447.000.000.000; (empat ratus
empat puluh tujuh milyar rupiah)
dengan Naskah Kajian;

2. Apabila ada kerjasama dengan
pihak ketiga ataupun pengalihan
yang terjadi antara PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung
dengan pihak ketiga, maka harus
diketahui Bapak Walikota
Bandung selaku Pemilik
Perusahaan Daerah.

Bagian
Perekonomian

Sekretariat Daerah
Kota Bandung

Baru

5 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang Pajak
Daerah

1. Tindak lanjut dari Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Menyempurnakan Peraturan
Daerah Kota Bandung tentang
Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Reklame, dan Pajak
Penerangan Jalan.

Dinas Pendapatan
Kota Bandung

Baru

6 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pelayanan Publik

Tindaklanjut dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Bagian Organisasi
dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah

Sekretariat Daerah
Kota Bandung

Lanjutan

7 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Program Legislasi Daerah

Badan Legislasi
DPRD Kota

Bandung

Baru
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D. TRIWULAN IV (BULAN OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2011

NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

1 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012

Dinas Pengelolaan
Keuangan dan

Aset Daerah Kota
Bandung

Baru

2 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pelestarian Seni

 Perlindungan terhadap pelaku
seni;

 Pelestarian   seni Kota Bandung
dalam rangka menampung
aspirasi dari stakeholder lingkung
seni.

Komisi D DPRD
Kota Bandung

Lanjutan

3 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pengelolaan Air Tanah

Perlu penambahan ketentuan dalam
pengelolaan air tanah yang
mencakup:

1. Kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Kota dalam
pengelolaan air tanah pada
cekungan lintas Kabupaten/Kota;

2. Teknis Pengelolaan air tanah;

3. Konservasi, rehabilitasi dan
pemantauan air tanah;

4. Pengawasan dan pengendalian air
tanah.

Perlu penyesuaian dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
lainnya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2008 tentang Air Tanah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Air Tanah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 31
Tahun 2006 tentang
Pendayagunaan Air Tanah.

Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Kota Bandung

Baru
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NO. JUDUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK MATERI

YANG DIATUR

PEMRAKARSA KETERANGAN

1 2 3 4 5

4 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Corporate Social
Responsibility (CSR)

 Penerapan konsep CSR pada
BUMN, BUMD, dan perusahaan
swasta yang ada di Kota
Bandung;

 Kontribusi BUMN, BUMD, dan
perusahaan swasta yang ada di
Kota Bandung kepada
masyarakat, Pemerintah Kota
Bandung maupun KUKM;

 Mekanisme penerapan CSR.

Komisi B DPRD
Kota Bandung

Lanjutan

5 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Reklame

- Mengatur mengenai pelaksanaan
proses pelelangan pada
pemanfaatan titik reklame;

- Mengatur mengenai beban biaya
pembongkaran.

Badan Legislasi
DPRD Kota

Bandung

Baru

6 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Kompetensi Jabatan
Struktural

Mengatur sistem pengembangan
karir PNS dengan kondisi objektif
dan terseleksi, sehingga mendorong
peningkatan prestasi

Komisi A DPRD
Kota Bandung
Masa Jabatan

2004-2009

Lanjutan

7 Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung tentang
Pembinaan dan Promosi
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan

Merubah Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 10 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan dan mencabut
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pembinaan dan Promosi
Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan disesuaikan dan
diubah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang baru atau
lebih tinggi yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kota Bandung

Baru

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
Prmbina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1007


